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Abstrak
 

Dalam Perekonomian Indonesia, Komoditas kelapa sawit dan bahan tambang mempunyai fungsi sebagai

salah satu sumber devisa Negara. Untuk pelaksanaan kegiatan perkebunan dan pertambangan dibutuhkan

tanah dalam melakukan kegiatan usaha. Permasalahan tumpang tindih terjadi disebabkan penerbitan izin

lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Bupati.

Bupati menerbitkan izin pertambangan yang letaknya dalam lokasi izin perkebunan.

Permasalahan yang diangkat siapa pihak yang berhak atas tanah yang terletak di Desa Sebabi, Kenyala dan

Tanah Timur, Kalimantan Tengah dan bagaimana penyelesaian dari tumpang tindih tanah antara perkebunan

dan pertambangan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian menyarankan agar tidak ada yang dijadikan prioritas terhadap salah satu usaha tersebut dan

perlu diadakannya suatu tim khusus atau lembaga yang tugasnya pertimbangan terhadap permohonan izin

lokasi kepada pejabat yang berwenang agar semua izin yang telah dan akan diterbitkan dapat terdata; Bupati

harus dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan tumpang tindih sehingga dapat diambil keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

<hr>In Indonesian economy, the commodities of oil palm and mineral have a function as one of source of

foreign exchange. For the implementation of plantation and mining, it is required land to conduct a business.

The overlapping land problems occurred because of the license publication which issued by local

governments, particularly the Government of the District of Regents. The regent issued a mining permit

which was situated in the location of plantation licenses.

The problem which appointed is the person who entitled to the land located in the village of Sebabi, Kenyala

and Land East, Central Kalimantan and how the settlement of land overlap between the plantation and

mining. This research is normative with descriptive design.

The results suggest that there is no priority of one of these business and need to be holding a special team or

an institution whose job is to consider of the site permit application to the competent authority for all

permits that have been and will be published can be recorded; Regents should be able to overcome this

problem, so that the decision can be made by deliberation and consensus.
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